
Dipindai dengan CamScanner 

2. Undang-Undang ..... /-2- 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tcntang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Baral dan 
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 47 T hun 
1969, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik lndon ia 
Nomor 2907); 

lfengingat 

a bahwa berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraruran 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten 
mengalokasikan dalam APBD Kabu paten Alokasi Dana 
Desa (ADD) pada setiap ta.bun anggaran. 

b. bahwa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, dirincikan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian 
Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori 
Tahun Anggaran 2022. 

enimbang 

BUPATI SUPIORI, 

DE GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 
ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUPIORI 
TAHUN ANGGARAN 2022 

TENT ANG 

OMOR 15 TAHUN 2022 

PERATURAN BUPATI SUPIORI 

BUPATI SUPIORI 
PROVINSI PAPUA 
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[Lernbaran Ne urn Republik .... /-3- 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ntan 
Pcrubahan Kedua Ata Peraturan Perncrintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pclaksannun Und n - 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan I ampung 

Undt1nt• - Undnng Norno 5 Tnhun 2003 t ntang 
I mb mtuknn I nbupnt n upiori di Provinsi Pnpun 
(L m nrnn N gnrn R publik Inclon .sin Tnhun 2003 
Nornor 1 0, Tnmbnhnn I.. mbarnn N igarn Rcpublik 
lndon sin N rnor 4 45); 

Undung-Undnng Nomor 12 Tnhun 2011 l ·nt ng 
p ml> ntukan pcrotur n Pcrundnng-Undangan 
( rrnbnrnn Negara R ·publik Indon ·sin Tahun 20 l 1 
Nomor 82, Tomb" h n Lcmbaran Ne ra Rcpublik 
Indonesia Nomor 5234) cbagaimana t lah diubah 
den ran Undang-undan Nomor 13 Tahun 2022 tcntang 
Pcrubnhan Kcdu At Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tcntan p mbcntukan pcraturan Pcrundang­ 
Und an (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonc ia Tahun 
2022 Nomor 143, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
lndonc in Nomor 680 I); 

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pcrncrintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indone ia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonc ia Nomor 5587) cbagaimana 
tel ah diu bah beberapa kali terakhir dcngan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kcrj 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Kampung (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambah Lernbaran 
Negara Republik Indonesi Nomor 5495); sebagaiman 
telah cliubah dcngan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 
2020 Tentang Cipta Kcrj (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-undan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dun P m rintah 
D erah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pcmerintah Nomor 47 Tahun 2015 t ntang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peratur Pelaksanaan Und rg-Undan 
Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Kampun (L mbaran 
Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indone in Nomor 
5539); 
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18. Peraturan Daerah ..... /-4- 

13. Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 8 Tahun 2 15 
tentang P mbentukan Produk Hukum Daer h ( erita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2 36) 

ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Men rri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 entang 
Pcrubahan Atas Pcraturan M n eri Dalam Ne zeri N mor 
80 Tahun 2015 entang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah [Beri Negara Republik Indonc ia T hun 2018 
Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 84 tahun 
2015 tentang Susunan Organisasi dan Ta Kerja 
Pemerintahan Kampung (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

15. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 20 tahun 
2018 tentang Pengelolaan Kcuangan Kampung 
(Beri Neg r RepubJik Ind nes i T hun 2018 
Nomor 611); 

16. Peratur n Daerah Kabupalen Supiori Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Organisasi P r n k t 
Daerah Kabupa en Supiori (Lcmbaran Dacrah 
Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 04); 

17. Pcraturan Dacrah Kabupaten upiori Nomor 
Tahun 2022 cntang An ,garan Pend p n d n 
Belanja Daerah Tahun 2022 (Lemb ran D er h 
Kabupatcn Supiori Tahun 2022 N mor 01); 

10. Per ur n Kem n ri n al m Ncr~eri N m r ?. '1 ehu 
n ng P ng lolaan Keu ng n . er a ( JerH.a t (t;pJJrn 

Republik Indon • i.: Tahun 2018 Norn r 61 J) 

11. Peraturan Men ri Dal m N geri 1 om r 1 l 4 'I, h 
2014 tentan Pedoman Pemban nan Kampung 
(Beri N R publik Ind n ~ i 'T hun 2014 
Nomor 2094); 

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 58 Tahun 
2021 tcntang Kodc dan D ta Wilayah 
Administraai Pemerintah n, dan Pu) u .. rita 
Negara Republik Jndon sia Tahun 2021 N m r 
1391); 

?. J ' ' :; fJj v, 

t; u 'I' JJ )lj 'l.(J l 'J 
(),;f IJ t,J Y. 

I e IJ l)JIJ, 1 d, 
Lernl n • 

(I~! I> 
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9. Sekretaris Kampung ..... /-5- 

Dalam Peraturan Bupati ini yang ctimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Supiori; 
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

unsur penyclenggara urusan pemerintahan yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Supiori; 
4. Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu 

tugas Bupati di wilayah Distrik; 
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/ atau hak traclisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
R pu blik Indonesia; 

6. Pcmerintah Kampung adalah kepala Kampung atau 
yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat 
Kampung scbagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
K mpung; 

7. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung; 
8. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat 

Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang 
tcrdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis 
lapangan dan unsur kewilayahan; 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 

Mcnc pkan 

MEMUTUSKAN 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Supiori 
Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Supiori Tahun 2022 Nomor 02); 

19. Pcraturan Bupati Supiori Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022 
(Beri ta Daerah Ka bu paten Supiori Tahun 2022 
Nomor 03); 

- 4 - 
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( ) cnu rint ih 1 icr ih ...... / ·t - 

v ,t l) scl t'~ ir 

nnn 
(1) A 

l \~ 1 

BAB II 
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA 

17. 

1 

tit c rim n 
Inn 

l 

>. cki t:\\'i I nm1 \H\,l ;\ lnl:,h t , tin 11\I,: C'l:,1 ,, I,, , , Hnnh , 
1 lal . ~ma·m l n. \ l:\:m 1,c-uanf{:\I\ I ·""' un~; 

l . l,q nh , , ~an :, b\nh ""·"' l:u, 1 cl ,k: unu tr1,u : 
l <',,,~,t:m . r, \\n, kn~:\\\ l , l,\\\,,1 ~,,, 

\ \ · l' \\ 1:,h:, ·:, '\ t:,lnh \\l\.'\\l , tut '<'kt cturlnt I :HH1 nu· yon~ 
me-mt i l.u ~:i m suu , lmiui: t ·,~· knt:u,~:\\\ ntul 
mcunt. \ ·nh·,\ .m 1 rnm::u l :\tn\ UHH; 

: .1 ~ lu M\l~ ·,m :n \ \ l nmi lt\~ :m. ·c·l:u jnt n •:, 
ti siu kut l \ \ '\ t\~\ tdulnh km\:\~:\ 

... ' ... 
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AF Kampung ..... /-7- 

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
Ayat (5), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan 
geografis yang bersumber dari kementerian yang 
berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang statistik. 

(2) Penghitungan AJokasi Formula sebagaimana dimaksud 
Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula 
sebagai berikut: 

Pasal 5 

[I] Pengalokasian Alokasi Dasar berdasarkan kebutuhan 
atas: 
a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan aparat 

kampung; 
b. Tunjangan kepala kampung dan aparat kampung; 

(2) Alokasi Dasar dialokasikan secara merata kepada seluruh 
Kampung dihitung sebesar 60% (Enam puluh per seratus) 
dari total ADD 

Pasal 4 

ALOKASIDANA 
ALOKASI DASAR 
ALOKASI FORMULA 

Ket: 
ADD 
AD 
AF 

(1) Kampung penerima ADD Tahun 2022 berjumlah 38 
kampung yang telah memiliki kode wilayah administrasi 
pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri; 

(2) Rincian ADD Tahun Anggaran 2022 bagi setiap 
kampung se-Kabupaten Supiori sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I. yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Penghitungan rmcian ADD setiap kampung 
sebagaimana climaksud ayat (2) dilakukan dengan 
menggunakan formula sebagai berikut: 

ADD=AD+AF 

Pasal 3 

(3) Pemcrintah Daerah mcmbcrikan ADD kcpada kampung 
dalarn mendukung penyelenggaraan pemerintahan 
kampung, pembangunan kampung, pemberdayaan 
masyarakat kampung dan perbaikan layanan dasar 
kampung; 

(4) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dari 
keseluruhan pengelolaan keuangan kampung; 

(5) Pengalokasian ADD dibagi menjadi Alokasi Dasar dan 
Alokasi Formula. 

- 6 - 
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2 Alok: '>i Furrn J, .... l : 1- 

(1) Aloka i Da ar yane diterim e ic p Kamp in 

dipergunakan untuk: 
a. Pengha Ilan etap k pal kampung cJ, p• u 

kampung; 
b. Tunjangan k pala kampun cJ, p' ' k 
c. .Jaminan ket hatan k p I" k- mp ng 

kampung; 
d. Tunjangan Ketus clan an a J\MUSKAM 
c. Ins rntif K · RW cJ· 
I. peraaional Perk" 
g. pera ional BAMU KAM. 

Pa al 7 

BABW 
PENGGUNAAN 

Tata cara pembagian Alokasi Dana Desa yanag tercliri dari 
Alokasi Dasar dan Alokasi Formula akan dijabarkan dalam 
lampiran I yang Merupakan bagian yang tidak terpi k 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

(3) Data yang digunakan sebagai da ar perhitungan Alokasi 
Proposional bersumber dari kementerian yang berwenang 
dan atau Lembaga yang menyelcnggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik dan atau yang 
clikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Dacrah di 
Kabupaten Supiori yang dapat clipertanggungjawabkan. 

Keterangan : 
AF Kampung = Alokasi Formula sctiap Kampung 
Zl = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung 

terhadap total penduduk Kampung 
Kabupaten Supiori; 

Z2 Rasio jumlah penduduk miskin sctiap 
Kampung terhadap total penduduk rniskin 
Kampung Kabupaten Supiori; 

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap 
total luas wilayah Kampung Kabupatcn 
Supiori; 

Z4 = Rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG 
Kampung Kabupaten Supiori; 

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Supiori. 

AF I ampung = {(O, 10 " Zl) + (0,50 * Z2J (0, 15 * Z3) 
(0,25 * Z4)}* AF Kab/Kota 

- 7 - 
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..... /- - biayn tr 

(1) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat 
Kampung, Tunjangan, Operasional Kepala Kampung dan 
Pejabat Kepala Kampung, Tunjuangan Pimpinan dan 
Anggota Badan Musyawarah Kampung, Tunjangan 
Bendahara Kampung, Jaminan Kesehatan Kepala 
Kampung dan Aparat Kampung serta Biaya Operasional 
Pemerintah Kampung dan Badan Mu ywarah Kampung 
dan tunjangan lainnya clianggarkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) ma ing-masing 
kampung tahun anggaran berkenaan. 

(2) Besaran Penghasilan telap Kepala Kampung dan 
Perangkat Kampung, Tunjangan Pimpinan Anggota Sadan 
Mu yawarah Kampung serta biaya operasional Pemerintah 
Kampung dan Bamuskam dan tunjangan lainnya dalam 
APBK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Per tuan 
Bupati Ini. 

(3) Transportasi Kepala Kampung dan Aparat kampun 
serta BAMUSKAM dari kampung kc ibuko di trik 
clan kc Ibukota Kabupaten <lalum rangka urus in 
pemcrintahan karnpung d p l diberik n p ngganti n 

Pasal 8 

( .) J\I< kn: F . I . 1 mu H mg cllrcr 11u1 old1 ru:f up Jrnrnptulf~ cl11 nf 
d 'IW L u n II I r Ill u II t u k: 
" M c mbiu · I · I · • HI H< Hllf~ J> ·n clcnm~n rum pumcrintuhnn 

lrnsnpuug <I ·n,,nn m .m] io itn krui pndn k ·1~utun 
P ilu nnnn ndminh1lrm1i um m rln k p ndu uknn. 
~ ·r~bi: ui hidnrw J) .lnknnnnun p mhnngunnn yn 1! 
dtpnontu, kun k pudu k rir un un k P ·mcnuho 
lr yan in du or p ndidiknn, k ·11 .hntnn, nir h ·r: ih, 
rurnah lnyak huni, nnnitru i er a k · ,· atnn 
P ·r ·n ' n an lat ruung, pen ,cJoJ lingkungan 
hidup, clan cncr · altcrn tif. 

c. Mcmbi yai bidanu pcmbina n kcm yarakr tan d en 1" n 
mcmpriorita kan pada kcgiatan pcrlindun zan 
ma yarakat, kebudayaan dan kca arnaan, 
k pcmudaan, dan kclcmbagaan masyarakat terma uk 
lcmbaga adat. 

d. Membiayai bidang pemberdayaan masyarakat dcngan 
memprioritaskan pada kegiatan yang m rniliki 
kontribusi terhadap pcningkatan pendapatan ekonomi 
kcluarga, dan penguatan lembaga ekonomi yang 
bersifat kolektif, 

e. Membiayai bidang penanggulangan bcncana, keadaan 
darurat dan mendesak kampung. 

f. Menyediakan alokasi penyertaan modal bagi Badan 
g. Usaha Milik Kampung {BUMK). 
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(7) Rekomendasi Kepala Distrik. .... /-10- 

(6) Pencairan ADD Tahap II (Kedua) scbagaimana tercantum 
pada ayat (1) hurufb dilakukan berdasarkan Rekomendasi 
Kepala Distrik; 

(5) Pencairan ADD Tahap I (Pertama) sebagaimana tercantum 
pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengajuan 
permohonan secara tertulis kepada Bupati Supiori cq. 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah 
Kampung (DPMK) Kabupaten Supiori, dengan persyaratan 
sebagai berikut: 
a. Menyampaikan Peraturan Kampung tentang APBK 

Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh 
Bupati Supiori melalui DPMK/Kepala Distrik; 

b. Menyampaikan Peraturan Kampung tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Akhir Tahun sebelumnya 

c. Melampirkan hasil telaah oleh Kepala Distrik 

(4) Pencairan Dana dalam rekening Kas Kampung 
clitandatangani oleh Kepala Kampung; 

(3) ADD disalurkan kepada Pemerintah Kampung melalui 
Rekening Pemerintah Kampung masing-masing dan 
merupakan bagian dari pendapatan Kampung. 

(2) Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh Pemerintah 
Kampung setelah disusun dan ditampung di dalam APBK 
masing-masing yang telah disahkan dan ditetapkan 
dengan Peraturan Kampung yang bersangkutan. 

( 1) Mekanisme pencairan ADD dari RKUD ke Rekening 
Kampung dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu: 
a Tahap I (Pertama) sebesar 50% dicairkan pada bulan 

Maret apabila Kampung telah menetapkan APBK 
Tahun 2022 dan telah menyelesaikan Laporan 
Pertanggungjawaban APBK tahun 2021; 

b. Tahap II (Kedua) sebesar 50% dicairkan pada bulan 
Juli apabila Kampung telah menyelesaikan seluruh 
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ALOKASI DANA 
DESA (ADD) Tahap Pertama; 

BAB IV 
PENCAIRAN 

Pasal 9 

biaya transportasi dcngan mcngacu pada Peraturan 
Bupati Supiori tentang Standar Satuan Harga 
Kabupatcn Supiori. 

- 9 - 
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Agar etiap oran ..... l : 11- 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tan al 
diundangkan. 

Pasal 12 

BABV 
PENUTUP 

( 1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengaw asi 
pemberian dan penyaluran ADD ke Kampung. 

(2) Kepala Distrik wajib membina dan mengaw asi terhadap 
penggunaan ADD. 

(3) Inspektorat Kabupaten Supiori wajib mengawasi terhadap 
penggunaan ADD. 

(4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADD wajib 
ditindaklanjuti oleh DPMK Kepala Distrik dan 
Inspektorat. 

Pasal 11 

(1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi 
pelaksanaan APBK kepada Bupati Supiori c.q Kepala 
DPMK Kabupaten Supiori setiap semester tahun berjalan 
dengan mengetahui Kepala Distrik. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir 
bulan Juli Tahun berjalan. 

(3) Laporan sebagai.mana dimaksud pada ayat ( 1) untuk 
semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir 
bulan Januari Tahun berikutnya. 

Pasal 10 

BAB IV 
PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

(9) Bagi Kampung yang terbukti menyalahgunakan 
penggunaan ADD akan ditindaklanjuti sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(B) Bagi Kampung yang terbukti tidak mampu melaksanakan 
penatausahaan keuangan yang bersumber dari ADD 
secara transparan, partisipatif dan akuntabel akan 
diberikan sanksi berupa pcnundaan pencairan dan atau 
pengurangan ADD tahun berikutnya. 

(?) Rekomendasi Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada 
aya~ (6). setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan 
realisas1 Tahap I kepada Bupati Supiori c.q. Kepala DPMK 
Kabupaten Supiori; 

- 10 - 
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GGAI, M.Si 
KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 NOMOR 15 

Ditetapkan di Sorcndiwcri 
pada l gal 7 Juni 2022 

P A 

Agar sctiap orang mcngc ahuiny. , mcmcrint kan 
pcngundangan Pcraturan upali ini deng n pcncmpatanny· 
dalam Bcrita Dacrah Kabup ten Supiori. 

- 11 - 
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--- URAIAN SATUAN BESA RAN 
HONOH{fUNJANGAN (Rp) - PENGHA HAN T • 'J\P A ARAT KAMPUNG 1 - 1. Ke pal I .... ampung Non A N 0 1.500.000 - 2. Sekretaris Karnpung Non J\SN 0 1.250.000 - 3. Kaur/I"adus/l<a ic Non A N on 1.100.000 - 4. Bendahara Kampung/Staf Kaur Non ASN 0 900.000 . 

TUNJANGAN OPERASIONAL KEPALA KAMPUNG DA ll PEJABAT KEPALA KAM PUNG 
1. Kcpala Karnpung ASN OB 2.000.000 
2. Sckretaris Kampung ASN OB 1.700.000 
3. Kaur/Kadus/Kasie ASN OB 1.400.000 
4. Bendahara Kampung ASN OB 2.500.000 
5. Staf Kaur ASN OB 1.200.000 

Ill TUNJANGANPI 1PlNANDAN ANGGOTA BAMUSKAM 
I \ 1. Ketua OB 2.700.000 
I \ 2. Wakil Ketua OB 2.000.000 

I 3. Sekretaris OB 2.000.000 
4. Anggota OB 1.700.000 
5. Tenaga Staf Admintrasi OB 900.000 

IV JAMINAN KESEHATJ\N KEPALA I<AMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG 
1. Kepala Kampung OB 176.000 
2. Pcrangkat Kampung OB 176.000 

v TUNJANGAN LAINNYA 
1. Insentif KPMD OB 300.000 .d Rp. 800.000 
2. lnsentif Kader Posyandu OB 300.000 s.d Rp. 800.000 
3. lnsentif Linmas OB 300.000 s.d Rp. 800.000 
4. lnsetif RT/ RW OB 300.000 s.d Rp. 800.000 
5. Ins ntif PAUD Guru TK Non ASN OB 300.000 s.d Rp. 800.000 

V1 IN ENTIF HON RTID 
1. K pal Karnpung sclaku penanggung jawab Per/ Kegiatan 500.000 
2. Sekretaris Karnpung selaku koordinator er/ Kegiatan 400.000 
3. Pejaba Pelak ana Teknis Kegiatan Per/ Kegiatan 350.00 
4. Bcndahara Knmpung Per/ K egiatan 00.0 0 

v lN ENTIF SlOANG PIMPINAN DAN ANGG TA AMU KAM 
1. K tua Per/ idang 800. 0 

~ 2. Wakil Kctua P r/ idang 100.000 
~ 3. Sckrctaris er/Sidl ng 500.( 00 
......__ 4. J\n,:!,J!,ola r/ idaug -oo.ooo 
.___l ntJ\Y J\ Ot>ERASI NAL (OOP) --- l. Biava Oncrnsional Pcmerintah Karnpung 12 bulan 20.000. 00 

L 2. Ui p ·rn ion l adan P rmusyaw tan 12 \ml~n__ 10.000. 00 
J,nmpung: /?"p A - ~ 

{~ · -~i"~ 'IORI~ I~~ .rl. 

~l-'TII I ~'• l:? ~~~lt~ 
Up\~ - 

B ·SAR N lLTAP DAN TUNJAN ANS ·RTA UIAYA OPERASI NAL (TIOP) 
TUNJAN AN P ·MERlNTAll KAMPUNG DAN IlAOAN MUSYAWARAII KAMPUN 

Larnpiran l 
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